WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa terjadinya bencana non alam berupa
penyebaran Corona Virus Disease 2019, telah
menyebabkan pendapatan sebagian besar wajib pajak
menurun, sehingga berdampak menurunnya
kemampuan membayar Pajak Daerah terutama Pajak
Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi  Administratif dan  Pengurangan  atau
Pembatalan Ketetapan Pajak sudah tidak sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini,
sehingga perlu diubah;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak;

—

Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6119);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6622);




Menetapkan :

10.

L5

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Dalam Negeri Nomor &80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar
Nomor 4);

Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pengurangan atau Penghapusan  Sanksi
Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun
2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN  SANKSI  ADMINISTRATIF  DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor
4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan
atau Pembatalan Ketetapan Pajak (Berita Daerah Kota
Denpasar Tahun 2021 Nomor 4), diubah sebagai
berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 3 berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan

pembayaran mulai 1 Mei 2022 sampai dengan 31
Agustus 2022.



Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

Kepala Badan melakukan pemberian pengurangan

atau pembatalan ketetapan Pajak Terutang dan

Penghapusan Sanksi Administratif melalui Pejabat

yang ditunjuk yaitu:

a. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
dan

b. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
melakukan tugas sebagai berikut:

a. menginventarisasi Piutang PBB-P2 sampai
dengan tahun 2012;

b. melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a, sebagai bahan
rekonsiliasi Piutang Pajak; dan

c. melaporkan hasil rekonsiliasi Piutang Pajak
kepada Kepala Badan.

(2) Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b, melakukan tugas sebagai
berikut:

a. melakukan penyesuaian keringanan pokok
Piutang PBB-P2 dengan cara mengalikan
pokok PBB-P2 pada setiap tahun Pajak
dengan besaran keringanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada Sistem
Informasi PBB-P2; dan

b. melakukan Penghapusan Sanksi Administrasi
PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) dan ayat (2).



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 April 2022

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 14




